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Abstrak  
 
Eksploitasi Seksual Komersil Anak merupakan masalah sosial yang memiliki beberapa kategori. Masalah ini 
tersebar di berbagai negara, khususnya di negara – negara asia. ESKA dapat merusak masa depan anak – anak 
yang menjadi korban, yang mana mereka adalah para penerus bangsa. Kerugian secara moril dan materil yang 
tidak mudah disembuhkan membuat masalah ESKA ini menjadi penting. Masa kanak – kanak yang harusnya di 
isi dengan bermain dan belajar namun berganti dengan masa kelam. Peran pemerintah sebagai otoritas tertinggi 
suatu negara dalam mengatasi masalah ESKA terlihat belum maksimal. Penentuan kebijakan dan undang – 
undang yang jelas belum di lakukan sehingga terdapat kebingungan dan salah tafsir di masyarakat. Penindakan 
secara serius kepada pelaku ESKA juga belum maksimal sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dengan 
bebas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran organisasi internasional dalam mengatasi 
masalah ESKA. Organisasi internasional dalam hal ini adalah ECPAT atau End Child Prostitution, Child 
Pornograpy, and Trafficking of Children for Sexual Purposes. Bagaimana usaha dan peranan mereka dalam 
mengatasi ESKA dan kerjasamanya dengan Pemerintah Indonesia, hambatan dan tantangan yang di hadapi. 
Manfaat dari jurnal ini berguna dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang 
menyangkut peran organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan di suatu negara. Metode yang 
digunakan adalah deskriptif – kualitatif, dimana metode ini menggambarkan dan menganalisis peran ECPAT 
sebagai organisasi internasional dalam mengatasi ESKA di Indonesia (2011 – 2015). Melihat kerjasama yang 
dilakukan dengan Pemerintah Indonesia dan pihak – pihak yang terkait. 
 
Kata Kunci: ESKA, Organisasi Internasional, ECPAT, Konstruktivisme, Pemerintah Indonesia, Kerjasama.  
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1. Pendahuluan  
 
1.1 Latar Belakang 
 
Anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan aset yang sangat berharga di 
dunia. Menurut Konvensi Hak Anak Pasal 1 yang dimaksud dengan Anak adalah setiap orang 
yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang menetapkan usia dewasa 
dicapai lebih awal (Indonesia K. N., 2008). Maka dari itu tindakan seksual yang dilakukan 
pada anak di bawah 18 tahun merupakan suatu kejahatan dan harus segera ditangani. 
Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap 
hak-hak anak dan merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat kolektif kita. Deklarasi 
dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendefinisikan 
ESKA sebagai “kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk 
uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang 1 ketiga, atau orang -orang lainnya” 
(ECPAT, 2016).  
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan salah satu bentuk lain dari 
perdagangan manusia yang merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hak-hak anak 
dimana anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial dengan 
menggunakan pemaksaan dan kekerasan yang mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta 
perbudakan modern (ECPAT Internasional, 2016). UNICEF memperkirakan lebih dari 2 juta 
anak menjadi korban ESKA setiap tahunnya (U.S Department of State, 2011). Anak-anak 
korban ESKA mengalami berbagai dampak emosional, psikologis dan fisik yang berat.  
Era globalisasi saat ini juga mempengaruhi dinamika dalam dunia Hubungan 
Internasional. Isu – isu yang berkembang bukan hanya mengenai perang dan perbatasan saja, 
namun isu low politics. Kesehatan, HAM, kesejahteraan, kelaparan dan lainnya yang 
berhubungan dengan kemanusiaan lebih menarik untuk di perhatikan, salah satunya adalah 
Eksploitasi Seksual Komersil Anak. Human trafficking khususnya yang berkaitan dengan 
anak-anak, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah drug trafficking dan trafficking in 
weapons. Human trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan, karena “low risk, 
expendable, reuseable and resellable” (Konrad, 2002:5).  
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat setiap tahun merilis Laporan Perdagangan 
Manusia yang mengkategorikan negara-negara ke dalam tingkatan (Tier) berdasarkan pada 
sejauh mana tindakan pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia. Negara-negara 
dengan tingkat tertinggi sesuai dengan standar minimum Undang-undang Perlindungan 
Korban Perdagangan untuk penghapusan perdagangan ditempatkan di Tier 1. Negara-negara 
yang telah melakukan “upaya-upaya berarti” untuk memenuhi standar ditempatkan di Tier 2 
dan Negara-negara yang tidak melakukan upaya berarti untuk memerangi perdagangan 
manusia ditempatkan di Tier 3. Pada tahun 2016, Indonesia berapa pada Tier 2. Itu artinya 
Indonesia merupakan negara yang proaktif dalam usaha – usaha menanggulangi perdagangan 
anak.  
Peran negara dalam fungsi perlindungan terhadap rakyatnya semakin berat, maka dari 
itu negara melalui pemerintah harus bekerjamasa  dengan organisasi non – pemerintah untuk 
bersama – sama memerangi eksploitasi anak. Salah satunya adalah ECPAT atau End Child 
Prostitution, Child Phornography, And Trafficking Of Children For Sexsual Purposes 
(ECPAT). 
Kekuatan gerakan ECPAT didasarkan pada adanya kegiatan di tingkat lokal, nasional 
dan internasional. Pada saat yang sama, kegiatan internasional yang dilakukan dan / atau 
dipromosikan dan / atau dibantu oleh Sekretariat memberikan kekuatan dan kredibilitas untuk 
individu kelompok. Dengan bekerja sama, aktor ECPAT ini memberikan status gerakan yang 
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meningkat dan otoritas dalam lingkaran internasional. Gerakan ECPAT memang aktor utama 
dalam memerangi CSEC (The Commercial Sexual Exploitation Of Children). 
Atas dasar komitmen untuk bekerja bersama menentang Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (ESKA), pada tahun 2000 diselenggarakan konsultasi nasional untuk 
membentuk sebuah organisasi jaringan atau koalisi dalam rangka menghapuskan perdagangan 
seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan perkawinan anak. 
Konsultasi nasional menyepakati adanya kerjasama dengan indonesia melalui jaringan 
ECPAT Internasional di Indonesia yaitu Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (KONAS PESKA). Indonesia secara resmi bergabung dalam jaringan 
ECPAT Internasional pada 2005. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
 
Bagaimana peranan ECPAT dalam menangani ESKA di Indonesia periode 2010 s.d. 
2015 ?  
 
1.3 Maksud dan Tujuan  
 
Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran ECPAT 
dalam mengatasi masalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) di Indonesia.  
 
1.4 Kegunaan Penelitiaan  
 
1.4.1 Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian 
Hubungan Internasional, Hukum dan HAM serta Memberikan informasi dasar untuk 
menambah kajian atau studi penangan ESKA oleh organisasi non –pemerintah.  
1.4.2 Kegunaan Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti berikutnya mengenai 
penanganan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA), juga memberikan informasi, 
kontribusi serta menjadi acuan kepada beberapa pihak yang berkepentingan dalam kajian dan 
pengembangan terkait eksploitasi seksual anak terutama terkait dengan penangan ESKA di 
Indonesia.  
 
2.  Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran  
 
Studi Hubungan Internasional adalah studi yang didominasi oleh pemikir-pemikir 
Barat (Rafia 2015). Ilmu Hubungan Internasional merupakan suatu kajian yang mencakup 
komponen masyarakat internasional atau sistem internasional, Menurut Karen Mingst: 
Hubungan Internasional merupakan studi yang mempelajari tentang interaksi di antara 
berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, mencakup Negara, 
organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi 
dan pemerintahan lokal, dan para individu (Mingst 1999, 2). 
Fenomena yang akan penulis teliti adalah mengenai peran ECPAT sebagai organisasi 
internasional non pemerintah yang memfokuskan pada agenda kerja menanggulangi kasus 
Eksploitasi Seksual Komersil Anak yang terjadi di Indonesia dimana rentang waktu penelitian 
di mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Dalam penelitian ini, penulis akan 
mempergunakan teori yang relevan untuk dapat menggambarkan fenomena ini dengan baik. 
Untuk menjelaskan fenomena ECPAT dalam usahanya menanggulangi masalah 
ESKA, yang pertama penulis menggunakan teori peranan organisasi internasional. Organisasi 
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internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional 
publik (Public International Organization) tetapi juga organisasi internasional privat (Private 
International Organization). Organisasi internasional semacam ini meliputi juga organisasi 
regional dan organisasi subregional. Ada pula organisasi yang bersifat universal atau 
Organization of universal character (Suryokusumo, 1997, 137).  
Organisasi Internasional adalah merupakan suatu pola kerjasama yang melintasi batas-
batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau 
diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan 
dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta 
disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama 
kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudy 2009, 3). 
ECPAT sebagai suatu organisasi yang terdiri dari banyak individu melaksanakan 
peranannya sebagai organisasi yang bergerak dalam menangani ESKA. Mereka memainkan 
peran sebagai organisasi non – pemerintah yang membantu pemerintahan suatu negara dalam 
menangani masalah ESKA yang terjadi. Dalam peranannya di Hubungan Internasional, 
seseorang atau individu biasanya melakukan tindakan dalam kelompok. Demikian juga  
ECPAT tidak dapat bergerak sendiri tetapi bersamaan dengan pemerintah suatu negara karena 
melihat pada pentingnya kedaulatan negara. ECPAT harus bekerja sama dengan pemerintah 
agar mereka dapat menjalankan peranan sesuai dengan tujuannya.  
Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai 
tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi 
tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap 
sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sejajar dengan 
negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, 
yaitu: 
1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, 
dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun 
keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerja 
sama dibuat, organisasi internasional juga menyediakan perangkat administratif 
untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan. 
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, 
sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul 
masalah (Bennet 1995, 3). 
Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada 
dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, 
organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. 
Selain itu, setiap anggota melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. 
 Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam 
peraturan yang lebih luas, selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional 
dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 
1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas - aktivitas 
organisasi dan atau anggota secara individual. 
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional. 
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar 
anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk 
menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet 1995, 8). 
Penulis juga menggunakan perspektif konstruktivisme untuk mencoba mengurai 
fenomena ECPAT. Menurut Reus-Smit (2001, 209), konstruktivisme pada dasarnya muncul 
sebagai bentuk reaksi terhadap kegagalan tradisi dominan yang ada lebih dulu dalam 
Hubungan Internasional dalam memprediksi maupun memahami berbagai transformasi 
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sistematik yang secara drastis mengubah tatanan dunia. Dalam hal ini, konstruktivisme 
menganggap bahwa dominasi eksistensi tradisi-tradisi tradisional dalam perkembangannya 
tidak mampu memberikan penjelasan mengenai perubahan-perubahan yang terkait dengan 
fenomena di dalam hubungan internasional. 
Setidaknya terdapat dua gagasan kunci Konstruktivisme yang relevan bagi studi HI : 
pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan 
oleh shared ideas (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan material dan 
kedua, kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh shared 
ideas dari pada faktor-faktor alam. Artinya, tindakan setiap aktor tidak semata-mata 
ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka; akan tetapi lebih dibentuk oleh 
interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya, seperti struktur sosial, politik, 
ekonomi, budaya dan lain sebagainya (Hermawan 2007, 20-21). 
Berbeda dengan perspektif arus utama seperti Realisme, Liberalisme maupun 
Strukturalisme yang memberikan penekanan kuat pada para pelaku dan aneka pola hubungan 
di antara mereka, Konstruktivisme justru melihat pada beragam dimensi yang bersifat 
konstruksi gagasan sebagai akibat interaksi di antara para aktor, seperti wacana, opini, isu, 
nilai, identitas, norma, budaya dan lain sebagainya. Para teoritisi Konstruktivisme meyakini 
aneka konstruksi gagasan kolektif tersebut merupakan produk dari berbagai interaksi dari 
aktor-aktor dalam ranah empirik (Pramono & Purnowo 2010, 15).  
Konstruktivisme telah membawa aspek sosial, sejarah dan normatif ke ranah 
perdebatan dalam Hubungan Internasional. Konstruktivisme turut  membantu menghidupkan 
kembali teorisasi normatif dengan menunjukkan kekuatan ide-ide, norma, dan nilai-nilai 
dalam membentuk politik dunia. Mereka telah menunjukkan bagaimana norma-norma 
internasional berkembang, bagaimana ide-ide dan nilai-nilai hadir untuk membentuk aksi 
politik, bagaimana  argumen dan wacana menghasilkan sebuah kondisi, dan bagaimana 
membentuk agen dan agensi, semua dalam cara yang bertentangan dari harapan teori 
materialis dan rasionalis (Reus-Smit 2001, 227). Perspektif alternatif ini telah menekankan 
pentingnya pengaruh identitas, budaya dan norma dalam pembentukan sistem dan struktur 
politik internasional yang sebelumnya tidak pernah disinggung oleh perspektif-perspektif 
klasik dalam Hubungan Internasional. 
Berbeda dengan neo-realis yang menganggap sruktur internasional mempunyai 
pengaruh langsung terhadap perilaku negara, struktur internasional, yang bagi kalangan 
konstruktivis disebut struktur ideasional, memiliki pengaruh yang membentuk (constitutive) 
dan mengatur (regulative), bukan pengaruh langsung yang bersifat kausalitas terhadap aktor – 
aktor. Struktur ini juga mengarahkan aktor untuk mendefinisikan kembali kepentingan dan 
identitas mereka dalam proses interaksi. Struktur ideasional ini membentuk cara aktor 
mendefinisikan siapa mereka, tujuan mereka, dan peran yang mereka yakini harus mereka 
lakukan (Ambarsari 2017).  
Melihat fokus utama dari Konstruktivisme adalah gagasan atau ide yang lahir dari 
berbagai interaksi aktor hubungan internasional maka peneliti melihat kemunculan NGO 
seperti ECPAT akan membuat gagasan baru. Konstruktivisme mencoba untuk memahami 
NGO seperti ECPAT sebagai suatu wadah baru yang akan membawa ide – ide atau gagasan 
baru melalui aktivitas mereka. Advokasi kepada Pemerintah untuk pembaharuan undang – 
undang, Kerjasama di berbagai bidang dan Sosialisasi kepada masyarakat merupakan aktivitas 
yang dilakukan ECPAT. 
Diharapkan dengan menggunakan metode kualitatif dan teori yang relevan, peneliti 
dapat menganalisis peranan ECPAT dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersil 
Anak di Indonesia pada periode 2011 sampai dengan 2015. ECPAT telah membantu dan 
bekerjasama dengan pemerintah Indonesia agar kasus kekerasan seksual anak di Indonesia 
dapat segera ditekan dan dikurangi. ECPAT mengadakan kegiatan kampanye dan 
| 21 
 
Peran End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children For Sexual Purposes (Ecpat) Dalam 
Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Eska) Di Indonesia (2011 – 2015) 
 
perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak, selain itu aktif dalam penyuluhan 
melalui pendidikan agar anak – anak dapat terhindar dari oknum yang tidak 
bertanggungjawab.  
Dengan aktivitas – aktivitas yang efektif ECPAT dapat memperkuat penyelenggaraaan 
bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi dan psikososial terhadap anak-anak yang menjadi 
korban eksploitasi seksual, memperkuat penyelenggaraaan bantuan hukum, pelayanan 
rehabilitasi dan psikososial terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, 
membangun kesadaran publik untuk menghapus permintaan terhadap Eksploitasi Seksual 
Anak dan mendorong terciptanya mekanisme yang terintegrasi dengan hak asasi manusia 
dalam meningkatkan implementasi opsional protokol konvensi hak anak tentang penjualan 
anak, pelacuran anak dan pornografi anak. 
Tabel.1 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End Child Prostitution, Child 
Phornography and Trafficking of 
Children For Sexual Purposes (ECPAT) 
Perspekif 
Konstruktivisme 
Teori Peranan Organisasi 
Internasional 
Peran ECPAT sebagai 
Organisasi Internasional 
 
 Legitimasi kolektif 
 Penentu agenda 
internasional 
 Sebagai wadah 
atau instrument 
Norma baru di masyarakat 
dan Pemerintah 
 
Konstruksi Sosial oleh 
ECPAT :  
 Advokasi kepada 
pemerintah 
Indonesia 
 Kerjasama di 
berbagai sektor 
 Pembentukan 
organisasi orang 
muda dan 
sosialisasi pada 
masyarakat 
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3. Objek dan Metode Penelitian  
 
Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati 
problem dan mencari jawaban (Bogdan & Taylor, 1975, 84). Dengan ungkapan lain 
metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian (Silverman, 
1993). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan 
menghasilkan hipotesis dari penelitian lapangan (Mulyana, 2001, 145). Metode Kualitatif 
lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan(verstehen). 
Metode ini berusahan memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah 
laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Metode kualitatif , 
sering menggunakan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi (Usman & 
Akbar 1996, 81).  
Menurut H.B. Sutopo (2002, 35), penelitian kualitatif melibatkan kegiatan ontologis. 
Data yang dikumpulkan terutama berupa kata – kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti 
lebih daripada sekedar angka. Peneliti menekankan catatan yang menggambarkan situasi 
sebenarnya guna mendukung penyajian data. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip Lexy J. 
Moleong (2004, 4) mendefinisikan, “Penelitian kualitatif adalah suatu tradisi tertentu dalam 
ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia 
baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.  
Penelitian ini bersifat deskriptif yang didukung dengan data kualitatif, yaitu proses 
penelitian yang sifatnya menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, 
gejala atau kelompok tertentu dan hubungan suatu gejala dengan gejala lain. Sementara 
menurut pendapat Gay yang dikutip Consuelo G Sevilla (1993, 71) yang mendefinisikan, 
“Metodologi penelitian deskriptif sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam 
rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu 
yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran yang dilakukan oleh End Child 
Prostitution, Child Phornography, and Trafficking of Children for Sexsual Purposes (ECPAT) 
dalam usaha mengatasi Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) di Indonesia pada tahun 
2011 sampai 2015. Bagaimana implementasinya dan kerjasamanya dengan Pemerintah 
Indonesia dalam pelaksanaan peranannya. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data premier yang 
merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber yang terlibat dalam fenomena yang 
akan diteliti. Menurut H.B. Sutopo (2002, 49) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif 
sumber datanya dapat berupa manusia (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, 
benda, beragam gambar, rekaman, dokumen dan arsip.  
Menurut Hasan (2002, 82), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung di lapangan oleh orang yang melakuka penelitian atau yang bersangkutan yang 
memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan 
seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh adalah berupa 
pandangan secara mendalam dari individu yang terlibat langsung dalam fenomena yag diteliti. 
Peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak Andy Ardian yang merupakan Manager 
Program ECPAT Indonesia yang akan menjadi informan utama. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada (Hasan, 2002, 58). Data ini 
digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, 
literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya. Teknik pengumpula data dengan 
wawancara dan studi pustaka.  
 
 
| 23 
 
Peran End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children For Sexual Purposes (Ecpat) Dalam 
Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Eska) Di Indonesia (2011 – 2015) 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 
4.1  Gambaran Umum ECPAT 
  
ECPAT Internasional adalah jaringan organisasi masyarakat sipil dan koalisi 
masyarakat sipil yang terbentuk atas dasar tujuan bersama untuk mengakhiri eksploitasi 
seksual anak – anak di seluruh dunia. ECPAT melakukan penelitian mutakhir untuk 
membangun pemahaman kolektif tentang apa yang akan dilakukan untuk mengakhiri 
eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Bersama dengan anggota dan mitra, mereka 
mengkoordinasikan advokasi berbasis bukti di semua tingkat untuk memperkuat sistem 
peradilan dan perlindungan nasional dan meningkatkan investasi dalam perang melawan 
eksploitasi seksual terhadap anak-anak (ECPAT Indonesia 2016) . Pada tahun 1996, jaringan 
ECPAT, atas kerjasama dengan UNICEF dan NGO Group for the Convention on the Rights 
of the Child, mengorganisir Kongres Dunia Pertama untuk Menentang Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (ESKA) di Stockholm, Swedia. Dalam Kongres tersebut, sebanyak 122 
negara mengadopsi Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm (Agenda Aksi) yang meminta 
negara - negara, semua sektor masyarakat serta organisasi-organisasi nasional, regional dan 
internasional untuk mengambil sebuah langkah menentang ESKA (ECPAT, 1996). Secara 
khusus, Agenda Aksi tersebut meminta negara negara untuk mengembangkan Rencana Aksi 
Nasional Untuk Menentang ESKA dan untuk mengimplementasikan Agenda Aksi tersebut 
dalam enam wilayah, yaitu: koordinasi, kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan dan 
reintegrasi serta partisipasi anak. Rencana Aksi Nasional tersebut memberikan sebuah 
kesempatan kepada lembaga negara dan lembaga pengasuhan anak untuk bekerjasama dalam 
merumuskan berbagai strategi nasional untuk menghapuskan ESKA dan mempromosikan 
hak-hak anak. 
Pada kongres dunia pertama di Stockholm,Swedia ada beberapa perwakilan LSM dari 
Indonesia yang tertarik dengan isu mengenai eksploitasi seksual anak. Sepulang dari kongres 
tersebut perwakilan LSM yang hadir memberikan informasi dan mengadakan pertemuan. Ada 
sekitar 20 lembaga yang berfokus terhadap anak dan melihat bahwa isu ESKA itu penting. 
Mereka ingin membentuk suatu lembaga yang mempelopori dan mengoordinasi penanganan 
masalah tersebut.  
Pada tahun 2002 terbentuk KONAS PESKA yaitu Koalisi Nasional Penghapusan 
Eksploitasi Seksual Komersil Anak. Nama tersebut digunakan karena pada saat itu lembaga 
ini masih belum di akui oleh jaringan Internasional ECPAT. Pada tahun 2005 KONAS 
PESKA di akui secara resmi oleh ECPAT Internasional menjadi affiliate grup, yaitu menjadi 
member atau jaringan ECPAT di Indonesia. Pada tahun 2010 karena progres di Indonesia 
sangat bagus maka status member dinaikkan menjadi nation grup dan pada tahun 2012 
diperbolehkan menggunakan nama ataupun logo dari ECPAT Internasional. Hal ini menandai 
ditinggalkannya nama KONAS PESKA menjadi ECPAT Indonesia (Andy Ardian 2017).  
 
4.2  ECPAT Indonesia 
 
ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja bersama di 
lebih dari 20 organisasi di 11 propinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak. ESKA meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, 
pariwisata seks anak serta dalam beberapa hal perkawinan anak (ECPAT Indonesia 2016). 
ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya 
mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama 
pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan 
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pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya (ECPAT 
Indonesia 2016).  
ECPAT Indonesia merupakan bagian dari ECPAT Internasional, yaitu sebuah jaringan 
global yang bekerja untuk menentang ESKA dengan anggota lebih dari 84 grup di lebih dari 
75 negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat 
dalam pelaksanaan berbagai inisiatif pada isu-isu kunci baik di tingkat nasional maupun 
regional. Keterlibatan ECPAT Indonesia harus diikuti oleh anggota di tingkat propinsi atas 
nama jaringan nasional (ECPAT Internasional 2016). 
ECPAT Indonesia memiliki Visi dan Misi yang diadopsi dari nilai-nilai ECPAT 
internasional, antara lain sebagai berikut : 
 Visi : Setiap anak Indonesia bebas dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi 
seksual komersial dan terpenuhinya hak mendasar anak yang dijamin oleh segenap 
masyarakat dan pemerintah. 
 Misi :  
a. Misi kepada Anggota:  
Membangun komitmen dan kerjasama yang kuat, kapasitas yang memadai dan 
jaringan yang luas dalam setiap upaya memerangin ESKA. 
b. Misi kepada Masyarakat:  
Membangun dan meningkatkan kesadaran, kepedulian, sikap kritis dan partisipasi 
masyarakat luas, anak dan orang muda untuk bersama memerangi masalah ESKA. 
c. Misi kepada Pemerintah: 
Mendorong pemerintah untuk berkomitmen dan melakukan upaya – upaya 
kongkrit baik secara administratif maupun hukum dalam memerangi ESKA di 
Indonesia. 
 
4.3  Peran ECPAT Indonesia Bersama Pemerintah Indonesia  
 
ECPAT Indonesia memiliki kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya 
menangani ESKA. Peran tersebut meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan bersama dengan 
pemerintah kepada masyarakat Indonesia sebagai berikut:  
a. Seminar Regional 
Seminar regional ini membahas tentang pemberantasan eksploitasi seksual anak. 
Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama ECPAT Indonesia dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fokus dari seminar ini adalah pada 
kerangka hukum dan kerjasama internasional. Seminar yang diadakan pada tahun 2011 ini 
mengatur implementasi penerapan kerangka hukum yang sama dan membangun kerjasama 
internasional dengan delegasi yang hadir. Seminar ini di hadiri delegasi dari negara – negara 
Asia Tenggara, Timor Leste, Prancis dan Amerika Serikat (ECPAT Indonesia 2011, 5). 
Seminar ini merupakan salah satu peranan ECPAT dalam penentuan agenda 
internasional. Diharapkan dengan adanya kerjasama dari delegasi yang hadir dapat 
menentukan suatu kerangka hukum yang tepat dalam mengatasi kasus ESKA. KPPPA sebagai 
instansi pemerintah yang menaungi perlindungan terhadap anak, merasa perlu berkontribusi 
dalam kegiatan ini. Selain informasi – informasi baru yang bisa didapatkan, mereka juga 
dapat menentukan kebijakan – kebijakan baru.  
 
b. Peningkatan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
Eksploitasi Seksual Anak 
Program yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(KEMENDIKBUD) merupakan salah satu program peningkatan partisipasi orang muda. 
Program ini memilih Tangerang Selatan sebagai lokasi projek yang meliputi beberapa 
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aktifitas kegiatan selama program tersebut berlangsung, yaitu : Pemetaan permasalahan dan 
aksi pencegahan TPPO dan ESA; Pengembangan model pengesahan TPPO dan ESA; 
Sosialisasi tentang pencegahan TPPO dan ESA kepada masyrakat luas dan promosi 
partisipasi orang muda dalam pencegahan; dan Pelatihan masyarakat tentang pencegahan 
TPPO dan ESA (ECPAT Indonesia 2012, 4).  
Program yang sama kembali dilakukan oleh ECPAT Indonesia pada tahun 2013. 
KEMENDIKBUD kembali mendukung program yang sama, kali ini bertempat di wilayah 
Jakarta Timur. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyrakat sekitar 
tentang bahaya perdagangan orang yang dapat terjadi di lingkungan terdekat dan juga 
memberikan informasi cara melapor ketika melihat kasus ESA di lingkunan sekitar (ECPAT 
Indonesia 2013, 6). 
Program ini di bagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah Forum Group 
Discussion (FGD) yang diadakan pada tanggal 9 november 2013, guna memaparkan dan 
mendiskusikan masalah perdagangan orang dan cara pencegahannya. Kedua, pelatihan hukum 
untuk meningkatkan pemahaman masyrakat dalam penanganan kasus perdagangan orang 
yang dilaksanakan pada 29 november 2013. Ketiga, melaksanakan sosialisasi pencegahan 
TPPO dan ESA di Jakarta Timur pada tanggal 19 desember 2103 dengan harapan dapat 
berguna bagi masyarakat dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan meningkatkan 
kewaspadaan terhadap perdagangan orang yang bisa terjadi (ECPAT Indonesia 2013, 6). 
 
c. Memperkuat Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Rehabilitasi dan Psikososial  
Dalam program ini ECPAT Indonesia melakukan kerjasama dengan Mahkamah 
Agung, Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan PERADI. Keseriusan kerjasama ini ditandai 
dengan adanya MOU dengan institusi penegak hukum tersebut. Aktivitas yang dilakukan 
meliputi memberikan bantuan hukum langsung maupun rujukan bantuan; Menyelenggarakan 
berbagai pelatihan, pendidikan, pendampingan dan berbagi informasi bersama lembaga – 
lembaga mitra; dan Menyelenggarakan pelatihan psikososial dan rehabilitas.  
Program ini juga menghasilkan bertambahnya lembaga atau organisasi yang 
mempunyai minat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban eksploitasi seksual 
anak. ECPAT Indonesia juga memiliki model penanganan hukum korban eksploitasi seksul 
dan dijadikan sebagai lembaga pembelajaran bagi organisasi masyrakat sipil. Layanan 
rehabilitasi dan psikososial semakin baik (ECPAT Indonesia 2016).  
 
d. Penelitian atau Research 
ECPAT juga melakukan penelitian bekerjasama dengan Kementerian Sosial. 
Penelitian yang dilakukan mengenai pelaku kejahatan seksual, bagimana anak dapat menjadi 
pelaku kejahatan seksual. Penelitian untuk merancang suatu sistem dengan Pusat Pemeriksaan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sistem yang di maksud adalah untuk melacak 
transaksi yang bersangkutan dengan eksploitasi seksual anak (Andy Ardian 2017).  
 
4.4  Peran ECPAT sebagai Organisasi Internasional  
ECPAT sebagai organisasi internasional  yang berfokus pada penanganan ESKA 
tentunya memiliki agenda-agenda internasional yang dapat mempengaruhi penanganan ESKA 
di Indonesia, selain itu ECPAT sebagai organisasi internasional juga memiliki fungsi sebagai 
wadah dan instrumen dalam menangani masalah dimasyakarat khususnya Indonesia. Peneliti 
memaparkan data yang tekait dengan peran ECPAT sebagai organisasi internasional non 
pemerintah dalam mengatasi ESKA di Indonesia sebagai berikut.  
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a. Program Kerja ECPAT Indonesia tahun 2011   
ECPAT Indonesia telah melaksanakan beberapa program selama tahun 2011 untuk 
memenuhi tujuan sesuai dengan visi dan misi. Berikut ini adalah kegiatan yang telah 
dilakukan oleh ECPAT Indonesia selama tahun 2011. 
1. Mengembangkan modul investigasi, monitoring dan melaporkan kasus 
ESKA  
Program pertama pada tahun 2011 adalah pengembangan modul yang dilakukan pada 
program ini yaitu merumuskan modul penyelidikan, pemantauan dan melaporkan kasus 
ESKA di Indonesia dan diseminasi draf modul untuk anggota koalisi nasional untuk 
masukan.Program ini menghasilkan formulasi modul yang pasti untuk lembaga masyarakat 
sipil di Indonesia (ECPAT Indonesia 2011, 4). 
2. Mengatasi trafiking anak-anak dan remaja untuk tujuan seksual 
Aktivitas utamanya program trafiking ini adalah advokasi pada ratifikasi Protokol 
Opsional Konvensi Hak – Hak Anak mengenai Penjualan Anak dan Pornografi Anak (OPSC), 
Langkah penelitian anak (bekerja sama dengan Universitas Indonesia), Memberikan layanan 
langsung untuk 104 korban Perdagangan seksual dengan tujuan 6 (enam) kota besar di 
Indonesia, mengumpulkan dan serah terima permohonan dari Kementerian Perberdayaan 
Wanita dan Perlindungan anak. Program ini menghasilkan beberapa hal yaitu penelitian anak 
yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia yang telah dilakukan, layanan langsung 
untuk 104 korban perdagangan seksual dengan tujuan 6 (enam) kota di Indonesia telah 
dikirim, selain itu lebih 200.000 petisi telah berhasil dikumpulkan dan diserahkan kepada 
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (ECPAT Indonesia 2011, 5). 
3. Acara media tentang laporan agenda aksi (Global Monitoring mengenai 
status tindakan ESKA di Indonesia) Indonesia 
Program ini melaksanakan acara yang dihadiri oleh media, lembaga internasional, 
organisasi masyarakat setempat, akademisi dan sektor - sektor lainnya. Hasil dari program ini 
telah disosialisasikannya laporan agenda aksi pemantauan global mengenai status tindakan 
ESKA di Indoneisa, serta publikasi acara di beberapa media massa. Acara ini dimaksudkan 
untuk membuat masyarakat lebih memahami apa itu ESKA (ECPAT Indonesia 2011, 6).  
4. Perkuat advokasi dan kaum muda Partisipasi untuk mendukung 
pelaksanaan Rencana aksi nasional pemberantasan Perdagangan Orang 
dan ESKA 
Program perkuat advokasi meliputi advokasi dan pendekatan ke tubuh pemerintah 
yang relevan untuk mempromosikan partisipasi kaum muda sebagai salah satu langkah 
strategis pada pencegahan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual komersil anak, 
Membentuk asosiasi pemuda yang fokus ke perdagangan manusia dan eksploitasi seksual 
anak di 4 (empat)  kota di indonesia (Jakarta, Medan, Batam, dan Lampung), Memfasilitasi 
program pemuda untuk berkampanye mengenai perdagangan orang dan eksploitasi seksual 
komersil anak kepada masyarakat dan kelompok tertentu. Program ini menghasilkan beberapa 
dialog pertemuan dan khalayak dengan yang badan pemerintah yang relevean menghasilkan 
beberapa komitmen mendukung partisipasi kaum muda (ECPAT Indonesia 2011, 6).  
 
b. Program Kerja ECPAT Indonesia Tahun 2012 
ECPAT Indonesia telah melaksanakan beberapa program selama tahun 2012 untuk 
memenuhi tujuan sesuai dengan visi dan misi. Berikut ini adalah kegiatan yang telah 
dilakukan oleh ECPAT Indonesia selama tahun 2012  
1. Menguatkan Advokasi dan Partisipasi Orang Muda : Sebuah Aksi Dukungan 
dalam Pelaksanaan Aksi Rencana Nasional Penghapusan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersil Anak.  
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Aksi ini merupakan inisiatif percontohan untuk mendukung pelaksanaan Rencana 
Aksi Nasional (RAN) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
Eksploitasi Seksual periode 2009-2014. Aksi ini fokus pada advokasi untuk mendorong 
pemerintah sebagai bagian dari pengemban tugas untuk serius mengatasi masalah ini dan 
untuk meningkatkan partisipasi orang muda dalam kerja-kerja advokasi dan peningkatan 
kesadaran di antara kelompok sebaya serta masyarakat pada umumnya. Kegiatan yang 
didukung penuh oleh Uni Eropa ini melibatkan 4 (empat) propinsi dimana anggota jaringan 
ECPAT Indonesia bekerja, yaitu ; Yayasan Kusuma Buana (YKB) di DKI Jakarta; Lembaga 
Advokasi Anak di Lampung (LADA); Yayasan Setara Kita di Batam (YSK); dan Pusat 
Kajian dan Perlindungan Anak di Medan (PKPA).  
Program ini dirancang untuk mencapai 4 (empat) tujuan : pembentukan sekretariat 
koalisi nasional di Jakarta untuk melakukan kerja-kerja advokasi afektif di tingkat nasional; 
Advokasi afektif terhadap badan-badan pemerintah yang relevan dan pembuat kebijakan yang 
menghasilkan kemauan politik dan komitmen dalam menangani perdagangan orang dan 
eksploitasi seksual anak; pembentukan asosiasi orang muda yang aktif melakukan tindakan 
mendukung sub-gugus tugas rencana aksi nasional dalam pencegahan dan partisipasi anak 
pada tingkat nasional dan propinsi; dan penguatan asosiasi orang muda untuk melakukan 
program berbasis masyarakat yang bekerja di bidang advokasi dan peningkatan kesadaran 
dikalangan kelompok sebaya. Dalam implementasinya, dilakukan berbagai aktifitas yang 
mendukung tercapainya hasil-hasil yang diharapkan, seperti : audiensi dengan sub-gugus 
tugas tingkat provinsi, rapat konsultasi, Workshop, Seminar, training, Talkshow Radio, dan 
lain-lain (ECPAT Indonesia 2012, 3). 
2. Menguatkan ECPAT Indonesia dalam Investigasi, Monitoring dan Pelaporan 
Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia.  
Program berkelanjutan ini didukung oleh Mensen met een Missie Netherlands (MM 
Netherlands) selama periode 1 (satu) tahun dan pada saat ini telah memasuki bulan keempat 
pelaksanaannya. Selama tiga bulan berjalan, beberapa aktivitas pada program ini telah 
dilakukan, diantaranya : penyusunan SOP Unit Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia; 
pembuatan Leaflet dan Factsheet; Sosialisasi mengenai unit pelayanan hokum ECPAT 
Indonesia; pendampingan beberapa korban; rapat jaringan, dan upaya audiensi dengan POLRI 
dan beberapa lembaga terkait lainnya (ECPAT Indonesia 2012, 5). 
3. Konfrensi Kejahatan Seksual terhadap Anak Secara Online : Penegakan Hukum 
dan Kerjasama Regional.  
Konferensi ini terselenggara atas kerjasama antara ECPAT Indonesia dengan 
Kedutaan Prancis dan Terre des Hommes Netherlands. Dilaksanakan pada 29 sampai 30 
Oktober 2012, bertempat di Mercure Convention Center, Ancol – Jakarta.  
 Tujuan keseluruhan dari konferensi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mengenai tren terbaru dari kejahatan seksual terhadap anak-anak secara online menggunakan 
teknologi komunikasi dan informasi, dan untuk meninjau legislasi nasional dan internasional 
melalui undang-undang dalam rangka membangun dan memperkuat jaringan dan kerjasama 
regional. Aktivitas dalam event yang dihadiri oleh lebih dari 170 peserta dari 11 negara dan 
menghadirkan 21 pembicara dari berbagai negara dan latar belakang ini meliputi presentasi, 
diskusi, pameran, social program, dan pemutaran film (ECPAT Indonesia 2012, 5). 
4. Penelitian tentang Pengurangan Perdagangan Anak di Wilayah Kerja Child Fund.  
Program berkelanjutan yang berdurasi selama kurang lebih 6 bulan dan didukung oleh 
Child Fund ini bekerja di 3 (tiga) wilayah penelitian, yaitu : Jakarta Barat & Tangerang; Jawa 
Tengah; dan Nusa Tenggara Timur. Aktivitas utama dari program ini, yaitu mengumpulkan 
data primer dari target responden yang terdiri dari anak-anak yang menjadi korban/yang 
selamat dari dalam kegiatan perdagangan manusia dengan berbagai tujuan, dan 
mengumpulkan data primer dari pemangku jabatan kunci untuk persoalan tersebut dimasing-
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masing wilayah penelitian termasuk pemerintah, organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan lain 
sebagainya. Keseluruhan program ini bertujuan untuk menangkap situasi perdagangan anak di 
wilayah kerja Child Fund dan untuk merancang program intervensi yang relevan atas masalah 
tersebut yang mencakup pencegahan, perlindungan dan/atau pemberdayaan (ECPAT 
Indonesia 2012, 6). 
5. Dialog Nasional Harmonisasi Peraturan Pasca Ratifikasi Protokol Opsional 
Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi 
Anak.  
Event yang didukung penuh oleh ECPAT International ini diselenggarakan pada 
tanggal 19 Desember 2012 bertempat di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta dengan menghadirkan 3 
(tiga) pembicara dari kementerian dan ahli hukum ECPAT Internasional. Event ini 
menjembatani inisiatif para pemangku kepentingan dalam merespon langkah selanjutnya 
paska ratifikasi protocol opsional dan menghasilkan rekomendasi tentang legislasi terkait 
pornografi dan eksploitasi seksual di Indonesia (ECPAT Indonesia 2012, 6). 
6. Advokasi Pengratifikasian Opsional Protokol 
Ratifikasi optional protokol tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi 
anak menjadi Undang-Undang No. 11/2012 pada tanggal 24 September 2012 adalah salah 
satu keberhasilan kerja advokasi ECPAT Indonesia terhadap pemerintah. ECPAT Indonesia 
bekerja bersama dengan beberapa organisasi kuat lainnya dalam melakukan advokasi seperti 
Uni Eropa, Kinder Not Hilfe, Mensen meet en Missie, The Body Shop, dan lain sebagainya 
(ECPAT Indonesia 2012, 8). 
 
c. Program Kerja ECPAT Indonesia Tahun 2013  
ECPAT Indonesia telah melaksanakan beberapa program selama tahun 2013 untuk 
memenuhi tujuan sesuai dengan visi dan misi. Berikut ini adalah kegiatan yang telah 
dilakukan oleh ECPAT Indonesia selama tahun 2013:  
 
1. Penguatan manajemen internal ECPAT Indonesia dan Pelayanan Langsung 
Program ini merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas tim ECPAT 
Indonesia dalam urusan manajerial dan juga penguatan terhadap program-program yang 
dilaksanakan ECPAT yang bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia. ECPAT Indonesia 
mengadakan rapat internal tim ECPAT maupun rapat board untuk membahas dan 
merumuskan program ECPAT Indonesia, serta musyawarah nasional (munas) dengan anggota 
ECPAT di seluruh Indonesia yang dilaksanakan bulan Januari 2014. Selain itu juga, diadakan 
pelatihan web, pembuatan SOP ECPAT, juga revitalisasi manajemen yang dilakukan oleh 
konsultan ECPAT, Bapak Indrajit. ECPAT Indonesia juga melaksanakan program pelayanan 
langsung yang dilakukan oleh member ECPAT, Bandungwangi di daerah Jakarta untuk 
meningkatkan keberdayaan anak korban eksploitasi seksual. Ada dua bentuk program yang 
dilaksanakan pada pelayanan langsung ini, 
 Pelatihan keterampilan khusus yang berorientasi pada kerja yang dilaksanalkan 
dalam bentuk membangun orientasi awal, pelatihan keterampilan khusus di 
industri kosmetik dan fashion yang difasilitasi oleh The Body Shop Indonesia, 
dan on-job training di perusahan kosmetik dan fashion. 
 Pelatihan keterampilan khusus yang berorientasi untuk usaha berupa pelatihan 
membantik yang dilaksanakan dalam bentuk orientasi bulding, pelatihan 
membantik, pelatihan manajemen produksi dan pemasaran, serta produksi dan 
pemasarannya (ECPAT Indonesia 2013, 4). 
 
2 Menguatkan ECPAT dalam Investigasi, Monitoring dan Pelaporan Kasus 
Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia 
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Program berkelanjutan ini didukung oleh Mensen met een Missie Netherlands (MM 
Netherlands) telah masuk pada periode kedua selama 1 (satu) tahun ke depan, pada periode 
satu tahun pertama yang telah selesai pada bulan November 2013 lalu, unit Pelhuk ECPAT 
telah membuat SOP, Leaflet dan Factsheet. Sosialisasi mengenai unit pelayanan hukum 
ECPAT Indonesia; pendampingan beberapa korban; rapat jaringan, dan upaya audiensi 
dengan POLRI dan beberapa lembaga terkait lainnya. Sejauh ini, Unit Pelhuk ECPAT telah 
berhasil menangani 8 kasus di daerah Jakarta, Bali, dan Palembang dan juga telah berhasil 
membuat MoU dengan POLDA, POLRES, dan Kanit PPA Mabes Polri.  
Periode kedua ini lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum untuk korban 
eksploitasi seksual kepada anak dan advokasi harmonisasi hukum di bidang eksploitasi 
seksual anak yang sesuai dengan opsional protokol Konvensi Hak Anak tentang penjualan 
anak, pornografi anak dan pelacuran anak serta peningkatan kemampuan dan kapasitas 
penegak hukum dalam menangani kasus – kasus eksploitasi seksual komersil anak (ECPAT 
Indonesia 2013, 4).  
 
3 Penelitian tentang Pengurangan Perdagangan Anak di Wilayah Kerja ChildFund 
Program yang berdurasi selama kurang lebih 6 bulan dari bulan November 2013 – 
April 2013 dan didukung oleh Child Fund. Bekerja di 3 (tiga) wilayah penelitian, yaitu : 
Jakarta Barat & Tangerang; Jawa Tengah; dan Nusa Tenggara Timur. 
Aktivitas utama dari program ini, yaitu mengumpulkan data primer dari target 
responden yang terdiri dari anak-anak yang menjadi korban/yang selamat dari dalam kegiatan 
perdagangan manusia dengan berbagai tujuan, dan mengumpulkan data primer dari pemangku 
jabatan kunci untuk persoalan tersebut dimasing-masing wilayah penelitian termasuk 
pemerintah, organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Keseluruhan program 
ini bertujuan untuk menangkap situasi perdagangan anak di wilayah kerja Child Fund dan 
untuk merancang program intervensi yang relevan atas masalah tersebut yang mencakup 
pencegahan, perlindungan dan/atau pemberdayaan (ECPAT Indonesia 2013, 5). 
 
4 Konferensi Regional: Perlindungan Hukum untuk Anak Korban Eksploitasi 
Seksual di Asia Tenggara 
Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 oktober 2013 di Hotel Mercure, Nusa 
dua Bali atas kerjasama ECPAT Indonesia dengan Kedutaan Prancis untuk Indonesia dan 
didukung oleh mitra setia ECPAT. Konferesi ini bertujuan untuk membangun kerjasama 
dalam sistem hukum di Asia Tenggra yang belum menerapkan perlindungan bagi korban 
eksploitasi seksual terhadap anak dan untuk mengenali dan memperlajari sistem hukum yang 
sudah menerapkan perlindungan untuk korban eksploitasi seksual terhadap anak. Acara ini 
dihadiri oleh 19 peserta dari 10 negara dan 19 pembicara yang mengisi konferensi ini dalam 
enam panel. Bersamaan dengan konferensi ini juga diadakan pameran foto dari photograper 
Rumania, Alexandra  Radu, berjumlah  30  foto  yang  memotret  kehidupan  anak-anak 
perempuan yang terjebak dalam prostitusi di Indramayu, Jakarta, Bandung, dan Surabaya.  
Sebagai tindak lanjut dari konferensi ini, ECPAT Indonesia mengadakan “Workshop 
Perlindungan Hukum untuk Anak Korban Eksploitasi Seksual” yang diadakan di Auditorium 
Adhiyana, Wisma Antara pada tanggal 17 desember 2013 dengan 30 peserta bertujuan untuk 
mendiskusikan hasil-hasil konferensi di Bali dengan para stakeholder kunci dan menyusun 
rencana tindak lanjut serta merumuskan langkah-langkah stategis dari rekomendasi yang 
dihasilkan dalam konferensi di Bali. Acara ini dibuka oleh Ali Khasan, selaku perwakilan dari 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MENEG PP) serta diisi oleh Ahmad Sofyan dari 
ECPAT Indonesia, Cahyani Suryandari,SH,MH dari KEMENKUMHAM, dan Katarina 
Indrayani dari Mabes Polri (ECPAT Indonesia 2013, 6). 
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5 Pembentukan Organisasi Orang Muda dengan Tujuan Menguatkan Advokasi 
dan Partisipasi Orang Muda 
Setelah sukses membentuk organisasi orang muda yang diberi nama KOMPAK 
Jakarta tahun 2010 lalu, ECPAT Indonesia melakukan regenerisasi angkatan kedua untuk 
KOMPAK Jakarta II yang resmi terbentuk pada tanggal 14 september 2013 di Universitas 
Indonesia yang didukung oleh ECPAT Internasional. 
KOMPAK Jakarta II beranggotakan 12 orang muda yang terdiri dari 7 orang laki-laki 
dan 5 orang perempuan dengan ketua Derry Fahrizal dari Universitas Indonesia. Sebelum 
dilantik, mereka diberi pembekalan mengenai traffiking dan ESKA dari ECPAT sendiri 
maupun dari member ECPAT. Pada tanggal 16 november 2013, Ahmad Sofyan selaku 
koordinator nasional ECPAT memberikan materi mengenai eksploitasi seksual komersil anak 
sekaligus membentuk kepengurusan KOMPAK Jakarta II. Setelah terbentuk, Anggota 
KOMPAK Jakarta II melakukan kujungan ke beberapa member ECPAT untuk mendapatkan 
pengetahuan mengenai traffiking dan ESKA sekaligus perkenalan ke member ECPAT seperti 
YKAI dan Bandungwangi yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2013, serta KPAI pada 
tanggal 19 desember 2013 (ECPAT Indonesia 2013, 8). 
 
6 Penyebaran kegiatan ECPAT Indonesia melalui Media Sosial dan Web resmi 
ECPAT Indonesia 
ECPAT Indonesia melakukan penyebaran kegiatan melalui web resmi ECPAT 
Indonesia dan social media seperti facebook dan twitter. Semua media social ini dibuat pada 
tahun 2012 lalu. Fecebook untuk saat ini telah mencapai 264 orang, sedangkan twitter 
mencapai 284 follower.  
Sementara ini newsletter ini menggunakan bahasa indonesia, namun pada bulan 
desember akan dibuat dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris. ECPAT juga 
membuat newsletter selama tahun 2013 ini yang disebar melalui web, social media dan 
mailing. Newsletter ini sendiri sudah memasuki edisi ke 8 bulan desember 2013, dimana 
newletter dimulai sejak bulan april 2013 (ECPAT Indonesia 2013, 9).  
 
d. Program Kerja ECPAT Indonesia Tahun 2014 – 2015 (termasuk 2016) 
ECPAT Indonesia telah melaksanakan beberapa program selama tahun 2014 sampai 
dengan 2016 untuk memenuhi tujuan sesuai dengan visi dan misi. Berikut ini adalah kegiatan 
yang telah dilakukan oleh ECPAT Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 2016 :  
 
1. Advokasi kebijakan dan harmonisasi hukum tentang eksploitasu seksual anak 
di Indonesia.  
Program ini berfokus pada proses peningkatan status ratifikasi melalui kajian dan uji 
publik untuk meningkatkan status KHA dari Keppres no.36 tahun 1996 menjadi Undang-
Undang nomor II tahun 2012, disini ECPAT lebih terlibat secara proaktif dan konstruktif 
dalam penyusunan dan pemantauan implementasi RAN ESKA.  
Mendukung peningkatan status Konvensi Hak Anak dari Keppres menjadi undang – 
undang, dalam hal ini ECPAT dan anggotanya terlibat dalam mewujudkan KHA menjadi UU. 
Advokasi yang dilakukan ECPAT akhirnya mendorong percepatan revisi undang – undang 
perlindungan anak dan undang – undang lain termasuk usaha membentuk setiap PERDA yang 
relevan dengan eksploitasi seksual anak. Revisi Undang – Undang Perlindungan Anak dan 
usaha membentuk PERDA yang relevan dengan memastikan adanya jaminan perlindungan 
korban terutama komponen restitusi, kompensasi dan rehabilitis.  
Peningkatan undang – undang didukung juga dengan memastikan adanya anggaran 
untuk korban eksploitasi seksual anak di dalam APBN dan APBD. Lahirnya rencana aksi 
nasional penghapusan eksploitasi seksual anak pada level yang lebih tinggi (Keppres) 
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sehingga menjadi adanya anggaran yang berkelanjutan. Model advokasi merupakan hal yang 
harus ditingkatkan, baik di pusat maupun di daerah secara berkelanjutan. ECPAT Indonesia 
memiliki model advokasi pada tingkat nasional dan provinsi (ECPAT Indonesia 2016).  
 
2. Membangun kesadaran publik untuk menghapus permintaan terhadap 
eksploitasi seksual anak. 
Aktivitas pada program ini merujuk kepada penyusunan strategi berbasis IT dan 
konvensional untuk membangun kesadaran publik, menyusun panduan dan instrumen dalam 
mencegah eksploitasi seksual ditingkat pengguna seks anak, membangun keterampilan dan 
literasi berbasis IT dan konvensional untuk perlindungan diri terhadap anak, serta menjalin 
kerjasama dengan berbagai sektor industri pariwisata dan rekreasi dalam mempromosikan 
pencegahan penggunaan seks anak. 
Mengembangkan panduan dan isnstrumen dalam mencegah eksploitasi seksual di 
tingkat pengguna seks anak. ECPAT Indonesia mengembangkannya dalam usaha kampanye 
pencegahan eksploitasi seksual anak. Membangun kemitraan dengan berbagai sektor 
merupakan hal yang penting dalam usaha mengkampanyekan pencegahan ESKA. ECPAT 
berhasil menjalin kerjasama dengan sektor industri pariwisata dan rekreasi yang bersentuhan 
dengan terjadinya eksploitasi seksual anak.  
Strategi berbasis IT dan Konsvensional perlu untuk membangun kesadaran publik. 
Adanya formula dan alat bantu dalam menggunakan teknologi informasi ECPAT di masa 
depan dalam mencegah eksploitasi seksual online pada anak. ECPAT Indonesia juga 
menyeiakan program dan perangkat untuk membantu anak, guru dan orang tua. Partisipasi 
anak muda dalam penghapusan ESKA merupakan program jangka panjang yang 
dikembangkan, semakin banyak anak muda yang peduli dan berpartisipasi aktif dalam 
penghapusan ESKA akan semakin baik (ECPAT Indonesia 2016).  
 
3. Mendorong terciptanya mekanisme yang terintegrasi dengan hak asasi manusia 
dalam meningkatkan implementasi opsional protokol konvensi hak anak 
tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornographi anak. 
Aktivitas utama dari program ini adalah mendorong pemerintah untuk segera 
melaksanakan isi dari opsonal protokol dan menyusun laporan alternatif untuk kluster 8 
(delapan) dari masyarakat sipil. Dengan adanya program ini ECPAT Indonesia dan mitranya 
berhasil menyusun kelompok pemantau pelaksanaan opsional protokol. Menyusun laporan 
kluster 8 dan mendialogkan laporan ini kepada masyrakat sipil dan komite hak anak PBB 
(ECPAT Indonesia, 2016). Kluster di sini maksudnya adalah bagian dari Konvensin Hak 
Anak, yaitu langkah – langkah untuk perlindungan khusus (Baperlitbang Kendal 2016).  
 
5.  Kesimpulan dan Rekomendasi  
 
5.1   Kesimpulan  
Eksploitasi Seksual Komersil Anak merupakan masalah yang mengkhawatirkan. 
Dampak yang ditimbulkan terhadap korban adalah masalah trauma psikis, luka di badan dan 
rusaknya masa depan mereka sebagai penerus bangsa. Masa kecil mereka yang harusnya di isi 
dengan bermain dan pendidikan namun yang terjadi adalah eksploitasi seksual.  
ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya 
mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama 
pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan 
pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. Kehadiran 
kami adalah untuk memastikan semua elemen masyarakat khususnya pemerintah melakukan 
langkah-langkah serius dan sungguh-sungguh dalam menangani kejahatan ini. 
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Upaya dan peran yang dilakukan oleh ECPAT sebagai organisasi internasional sejalan 
dengan Pemerintah Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kerjasama yang terjalin antara dua 
aktor tersebut. ECPAT membantu menangani ESKA sebagai masalah yang terjadi di 
Indonesia dengan berbagai metode. Advokasi kepada pemerintah, kerjasama dengan berbagai 
sektor juga melakukan pendekatan kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan yang 
dilakukan dalam rentan waktu 2011 sampai dengan 2015.  
Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia terlihat baik dengan banyaknya instansi 
pemerintahan yang bergabung. Kementerian Pariwisata, Mabes Polri, Kementerian Sosial, 
Mahkama Agung dan PERADI. Kerjasama yang dilakukan berupa perencanaan undang – 
undang, pelatihan anggota polri, perlindungan untuk korban  ESKA sampai adanya MOU.  
Membuktikan bahwa aktor hubungan internasional saat ini tidak lagi hanya fokus pada 
negara, atau G to G, melainkan ada aktor lainnya yang dapat bermain dalam hubungan 
internasional. Selain itu isu internasional juga berkembang, tidak lagi hanya terpaku pada 
keamanan atau high politic namun isu low politic seperti kebudayaan juga dapat menarik dan 
berpengaruh terhadap kepentingan lainnya. 
 
5.2  Rekomendasi  
1. Akademis 
Hendaknya dalam ilmu hubungan internasional, khususnya terkait peranan organisasi 
internasional dalam menangani masalah yang terjadi di suatu negara dapat diperdalam lagi, 
agar memberikan pengetahuan yang cukup bagi mahasiswa yang tertarik mempelajari 
organisasi internasional dan masalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak.  
2. Praktis 
Sebaiknya para praktisi hubungan internasional tidak memandang peranan organisasi 
internasional sebelah mata, karena pada penelitian ini dapat membuktikan bahwa organisasi 
internasional dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam memandang suatu 
permasalahan. 
3. Sosial 
Hendaknya masyarakat dapat mengerti bahwa kasus ESKA di Indonesia merupakan 
masalah yang serius. Masyarakat harusnya dapat mengetahui faktor – faktor yang melandasi 
terjadinya ESKA dan bagaimana peranan ECPAT sebagai organisasi internasonal. Dengan ini 
akan semakin banyak yang membahas mengenai pentingnya peranan organisasi internasional 
dalam menangani masalah yang terjadi di suatu negara.  
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